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RENCANA AKSI KINERJA  

PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN  

TAHUN 2026 

 

 

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 ini dibuat berdasarkan Indikator 

Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sibuhuan Tahun 2026 

dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri 

Sibuhuan dalam rangka mewujudkan Visi yaitu : 

 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sibuhuan Yang Agung” 

 

dengan Misi : 

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sibuhuan. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri 

Sibuhuan. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri 

Sibuhuan. 

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Sibuhuan Tahun 2026 

mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana 

terlampir : 
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Rencana Kinerja Tahun 2026 

SASARAN STRATEGIS I 

Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern 

No. Indikator Kinerja Target TW 1 TW 2 TW 3 TW4 

1. 
Persentase penyelesaian perkara secara tepat 

waktu 
90 90 90 90 90 

2. 

Persentase penyediaan/ pengiriman salinan 

putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat 

pertama kepada para pihak 

98 98 98 98 98 

3. 

Persentase pengiriman pemberitahuan 

petikan/amar putusan tingkat banding, 

kasasi dan PK secara tepat waktu oleh 

pengadilan pengaju kepada para pihak 

98 98 98 98 98 

4. 

Persentase pengiriman salinan putusan 

perkara pidana tingkat banding, kasasi dan 

PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju 

kepada para pihak 

98 98 98 98 98 

5. 
Persentase putusan pengadilan yang diunggah 

pada direktori putusan 
98 98 98 98 98 

6. 
Persentase penyelesaian permohonan 

eksekusi putusan perdata 
50 50 50 50 50 

7. 
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 

melalui pendekatan keadilan restoratif 
20 20 20 20 20 

8. 
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 

melalui mediasi 
20 20 20 20 20 

9. 
Persentase perkara anak yang berhasil 

diselesaikan melalui diversi 
20 20 20 20 20 

10. 
Persentase perkara perdata tingkat pertama 

yang menggunakan e-Court 
100 100 100 100 100 

11. 
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan 

secara elektronik (e-Berpadu) 
100 100 100 100 100 

12. 
Persentase layanan perkara pidana yang 

diajukan secara elektronik (e-Berpadu) 
100 100 100 100 100 

SASARAN STRATEGIS II 

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 

No. Indikator Kinerja Target TW 1 TW 2 TW 3 TW4 

1. 
Indeks kepuasan pengguna layanan 

pengadilan TW 1 
96 98 98 98 98 
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SASARAN STRATEGIS III 

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 

No. Indikator Kinerja Target TW 1 TW 2 TW 3 TW4 

1. 
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP 

ASN) Satuan Kerja Pengadilan 
80 80 80 80 80 

2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) 98 25 50 75 100 

3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) 83 25 50 75 100 

4. 
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja 

Pengadilan 
3 3 3 3 3 

5. 
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) 
98 98 98 98 98 

6. 
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03) 
98 98 98 98 98 

 

 
 

SASARAN STRATEGIS 1 

Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif 

dan modern 

No Indikator Kinerja Target 

1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat 

waktu 

96,46% 

2 Persentase pengiriman Salinan putusan tepat 

waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada 

Pengadilan Pengaju 

100,00% 

3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan 

putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat 

Pertama kepada Para Pihak 

99,97% 

4 Persentase pengiriman pemberitahuan 

petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan 

PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju 

kepada para pihak 

91,01% 

5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara 

pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu 

oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 

90,69% 

6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah 90,11% 
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pada direktori putusan 

7 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi 

putusan perdata 

39,55% 

8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 

melalui pendekatan keadilan restoratif 

10,48% 

9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 

melalui mediasi 

18,69% 

10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan 

melalui diversi 

97,00% 

11 Persentase perkara perdata tingkat pertama dan 

tingkat banding yang menggunakan e-Court 

95,76% 

12 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan 

secara elektronik (e-Berpadu) 

89,80% 

13 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan 

secara elektronik (e-Berpadu) 

89,93% 

 

RINCIAN AKSI/KEGIATAN (SASARAN 1) 

 

No 
Aksi/ 

Kegiatan 

Jadwal 

Pelaksanaan 
Keluaran Program Kegiatan 

TW 

1 

TW 

2 

TW 

3 

TW 

4 

1 Bimbingan 

Teknis 

tentang 

Perempuan 

yang 

berhadapan 

dengan 

Hukum 

√ √ √ √ Orang 

Penegakan 

& 

Pelayanan 

Hukum 

1046 - 

Pengemb. 

Tenaga 

Teknis 

2 Koordinasi 

Percepatan 

Penyelesaian 

√ √ √ √ Kegiatan 

Penegakan 

& 

Pelayanan 

1049 - 

Peningkatan 

Manajemen 
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Perkara di 

Lingkungan 

Peradilan 

Umum 

Hukum 

3 Perkara 

Peradilan 

Umum yang 

diselesaikan 

melalui 

Pembebasan 

Biaya 

Perkara 

√ √ √ √ Perkara 

Penegakan 

& 

Pelayanan 

Hukum 

1049 - 

Peningkatan 

Manajemen 

4 Sidang di 

luar Gedung 

Pengadilan 
√ √ √ √ Perkara 

Penegakan 

& 

Pelayanan 

Hukum 

1049 - 

Peningkatan 

Manajemen 

5 Perkara 

Pidana Yang 

Diselesaikan 

di Tingkat 

Banding di 

wilayah 

Barat 

√ √ √ √ Perkara 

Penegakan 

& 

Pelayanan 

Hukum 

1049 - 

Peningkatan 

Manajemen 

6 Perkara 

Pidana 

Korupsi 

Yang 

Diselesaikan 

di Tingkat 

Banding di 

wilayah 

Barat 

√ √ √ √ Perkara 

Penegakan 

& 

Pelayanan 

Hukum 

1049 - 

Peningkatan 

Manajemen 

7 Perkara √ √ √ √ Perkara Penegakan 1049 - 
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SASARAN STRATEGIS 2 

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik 

No Indikator Kinerja Target 

1 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN 98,00% 

2 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu 70,00% 

3 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 

Ditindaklanjuti 

85,00% 

4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan 

Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan 

3,78 

 

 

No Aksi/Kegiatan TW 

1 

TW 

2 

TW 

3 

TW 

4 

Keluaran 

1 Pembinaan dan Pengawasan 

Aparatur Tenaga Teknis di 

Lingkungan Peradilan Umum 

√ √ √ √ 

Kegiatan 

2 Monitoring putusan yang 

ditindaklanjuti (eksekusi) di 

Lingkungan Peradilan Umum 

√ √ √ √ 

Kegiatan 

3 Bimbingan Teknis Percepatan 

Penyelesaian Perkara 
√ √ √ √ 

Orang 

4 Layanan Pos Bantuan Hukum di 

lingkungan Peradilan Umum 
√ √ √ √ 

Orang 

 

 

Pidana yang 

Diselesaikan 

Ditingkat 

Pertama di 

wilayah 

Barat 

& 

Pelayanan 

Hukum 

Peningkatan 

Manajemen 
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SASARAN STRATEGIS 3 

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional 

No Indikator Kinerja Target 

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 73 

2 Nilai Kinerja Anggaran 90 

3 Nilai Sistem Merit 203 

4 Indeks Pengelolaan Aset 3,75 

5 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 94 

6 Predikat Opini Laporan Keuangan WTP 

 

 

Rincian Kegiatan (Badan Peradilan Umum - Dukungan Manajemen): 

No Aksi/Kegiatan TW 

1 

TW 

2 

TW 

3 

TW 

4 

Keluaran 

1 Layanan BMN √ √ √ √ Layanan 

2 Layanan Organisasi dan Tata 

Kelola Internal 
√ √ √ √ 

Layanan 

3 Layanan Umum √ √ √ √ Layanan 

4 Layanan Perkantoran √ √ √ √ Layanan 

5 Layanan Data dan Informasi √ √ √ √ Dokumen 

 

Sibuhuan, 25 Februari 2026 

Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan  

 

 

 

Dharma Putra Simbolon,S.H.,M.H. 

NIP. 19761227 200312 1 001 


